BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian akhir teisi ini, peneliti memberikan kesimpulan

yang merupakan jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut:

1.

Hak interpelasi berasal dari hak anggota yaitu dari hak menyampaikan
usul dan pendapat. Usul tersebut menjadi hak Dewan Perwakilan
Rakyat sebagai lembaga jika disetujui dalam Rapat Paripurna menjadi
hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat. Akibatnya Presiden
sebagai pimpinan lembaga eksekutif wajib menghadiri undangan rapat
interpelasi bersama para menteri terkait sebagai bentuk penerapan

prinsip checks and balances.

Dewan Perwailan Rakyat harus menggunakan hak interpelasi sesuai
fungsi pengawasan terhadap Presiden dan dilanjutkan menggunakan
hak lainnya agar fungsi tersebut efektif. Dewan Perwakilan Rakyat
dapat menggunakan hak angket jika tidak puas dengan keterangan
pemerintah untuk menyelidiki Pemerintah apakah terjadi kesalahan
atau pelanggaran undang-undang dalam menetapkan dan
melaksanakan kebijakannya sehingga kebijakan yang diambilnya
berdampak negatif terhadap masyarakat. Selanjutnya Dewan
Perwakilan Rakyat menggunakan hak menyatakan pendapat untuk

memberikan masukan kepada Pemerintah atau mengusulkan
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pemberhentian Presiden jika ditemukan pelanggaran dalam
penggunaan hak angket. Akan tetapi Presiden tidak bisa diberhentikan
atas dasar kebijakannya yang berdampak negatif bagi Negara.
Presiden bisa diberhentikan dari masa jabatannya hanya karena
Presiden melakukan hal-hal dalam pasal 7A UUD-NRI 1945 yang

terbukti dalam penggunaan hak angket.

B. Saran

1.

Tata tertib penggunaan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat
sebaiknya lebih diperinci ketentuannya, terutama pasal yang
membolehkan Presiden untuk mewakilkan keterangan interpelasi
kepada menterinya. Pasal tersebut harus diperjelas dan diperinci
mengenai ketentuan sebab diperbolehkannya Presiden tidak hadir
dalam undangan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dan
mewakilkan kepada menteri yang membidangi, schingga tidak
menimbulkan perbedaan pendapat dan tidak menumbulkan
permasalahan dikemudian hari. Selain itu, agar perwakilan menteri
atas Presiden memiliki kekuatan hukum.

Presiden dalam merespon hak interpalsi Dewan Perwakilan Rakyat,
sebaiknya menghadiri sendiri undangan Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat untuk menyampaikan keterangan atas interpelasi. Dan dalam
merespon keterangan yang telah disampaikan Presiden, jika Dewan
Perwakilan Rakyat tidak puas dengan keterangan Presiden, maka

sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan hak angket
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terlebih dahulu untuk menyelidiki kebijakan pemerintah, sehingga
diketahui kelemahan-kelemahan dari kebijakan pemerintah dan
kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan pemerintah
sehingga kebijakannya bedampak buruk. Baru kemudian Dewan
Perwakilan Rakyat menggunakan hak menyatakan pendapat untuk
memberi masukan kepada Presiden atau untuk mengusulkan
pemberhentian Presiden jika terbukti melakukan pelanggaran,
sehingga penggunaan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat

memiliki manfaat atau hasil yang jelas.



